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TEITTAITG

PEMBENTUXAN TIM PEMBINAAN DAN PEIIGAWASAN POLII PEITGEI,OLAAN
KEUAT{GAI| BN)AN LAYAIYAIT UUUM DAERAH DI LIIYGKUIYGAN PEMERINTNI

PROVII|SI L/\HPT'I{G TAIJUN 2024

GT'BER.![T'R LAMPT'IIG,

Menimbang a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (21 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2O18 tentang Badan
l,ayanan Umum Daerah, disebutkan Gubernur melakukan
pembinaan dan pengawasan terhadap Badan Layanan
Umum Daerah (BLUD) di daerah Provinsi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuda
pada huruf a di atas, agar pelaksanaannya dapat be{alan
lancar, perlu membentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan
Pola Pengelolaan Keuangan Badan l,ayanan Umum Daerah
di Lingkungan Pemerintah Provinsi lampung Ta}lun 2024
dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat l. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3
Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I l,ampung
dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959
tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan
menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2O22 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang- Undang;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun
20t9;

4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar
Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018

tentang Badan LaYanan Umum Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2O2O

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor L29|PMK'OS /2O2O
tentang Pedoman Pengelolaan Badan l,ayanan Umum;
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8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi ta.mpung;

9. Peraturan Daerah Provinsi ta.mpung Nomor 20 Tahun 2022
tentang Standar Satuan Harga di Lingkungan Pemerintah
Provinsi ta.mpung Tahun 2023 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Gubernur l,ampung Nomor 39 Tahun
2022:

10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2023
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Lampung Tahun Anggaran 2O24.

MEMUTUSKAIY

KEPUTUSAIT GT'BERI{I'R TEITTAITG PEUBEI{TI'XAIS TIM
PEUBII|AAIT DAI{ PEI{GAWASAtr POLI\ PEI{GEI,OLAAN
IIEUAJTGIIN BADAT LAYAI{AN I'UUU DAERAII
DI LINGKT'I{GAI{ PEUERIITTAII PROVIilSI I"A.}IPT'NG TAHUI{
2024.

Membentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan Pola Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Lingkungan
Pemerintah Provinsi l,ampung Tahun 2O24, detgan susunan
personalia sebagaimana tercantum dalam La.mpiran I Keputusan
ini.

Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai
tugas sebagai berikut:
a. melakukan pembinaan berupa sosialisasi, supervisi,

bimbingan teknis dan asistensi penerapan BLUD;

b. menyampaikan hasil pembinaan dan pengawasan serta
evaluasi atas pengelolaan keuangan BLUD ke Gubernur; dan

c. melakukan koordinasi dan melaporkan penerapan dan
pencabutan Badan L,ayanan Umum Daerah kepada Menteri
Dalam Negeri melalui Direktur Jendral Bina Keuangan
Daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud
pada Diktum Kesatu, dibantu oleh Sekretariat Tim yang
berkedudukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi la.mpung dengan susunan personalia sebagaimana
tercantum dalam Iampiran II Keputusan ini, dengan tugas
sebagai berikut:
a. menerima dan memeriksa kelengkapan dokumen permohonan

penerapan Badan tayanan Umum Daerah mencakup syarat
substantjf, syarat teknis, dan syarat administratif, serta
dokumen permohonan pencabutan Badan layanan Umum
Daerah dari Kepala Perangkat Daerah;

b. membuat tanda terima penyampaian dokumen permohonan
penerapan dan pencabutan Badan Layanan Umum Daerah;

c. menyiapkan rancangan Keputusan Gubemur tentang
eenetapan Penerapan dan Pencabutan Badan layanan Umum
Daerah;
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d. menyampaikan Keputusan Gubernur tentang penerapan dan
pencabutan Badan layanan Umum Daerah kepada pimpinan
DPRD;

e. menyiapkan bahan/materi koordinasi dan laporan kepada
Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina
Keuangan Daerah;

f. melakukan pengawasan terhadap pengelolaan perangkat
daerah Badan Layanan Umum Daerah;

g. menyusun jadwal pelaksanaan sosialisasi, supervisi,
bimbingan teknis dan asistensi kepada Perangkat Daerah
yang menerapkan BLUD;dan

h. menyiapkan bahan/materi sosialisasi, supervisi, bimbingan
teknis dan asistensi serta laporan pelaksanaannya.

Tim dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum
Kesatu dan Diktum Ketiga, diberikan honorarium setiap orang
per bulan terhitung sejak bulan Januari 2024 sampai dengan
bulan Desembr 2O24 dengan berpedoman kepada Peraturan
Presiden Nomor 33 Tahun 2O2O tentang Standar Harga Satuan
Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 53 Tahun 2023.

Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud
pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan
bertanggungiawab kepada Gubemur l.ampung.

Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi ta.mpung pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi
la.mpung dalam Kegiatan Evaluasi dan Penilaian Kine{a
Penerapan PPK-BLUD pada OPD dengan Kode Rekening
4.O2.4.O2.O1.0 1.20.05.

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, mengenai
teknis pelaksanaannya diatur lebih lanj ut oleh Kepala Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi L,ampung
dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan
keientuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
padatanggal 3-/- 2024

GI'BERITT'R LII}IP['NG,

ARINAI DJUNNDI

Tembusan:
1. Menteri Da]am Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi tampung di Telukb€tun8;
5. ii.pJ" ri"a." Pemeriksa t"uat gan Perwakilan Pmvinsi Lampung di Telukbetung;

4. Injpektur Provinsi lmpung di Bandar I-ampung; - . .
S. Xepala Siro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;

6. Masing-masing anggota tim yang bersangkutan'
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LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
lvt.o2lHK/2024

024

Gubernur Lampung

Sekretaris Daerah Provinsi lampung

Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah
Provinsi lampung
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Provinsi la.mpung

l. Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan
Pembangunan Manusia Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Provinsi Lampung

2. Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Provinsi L,ampung

3. Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung

4. Kepala Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Provinsi Lampung

5. Andi Ahmad Yusuf., S.Kom., MM. (Fungsional
Pranata Komputer Ahli Muda Biro Administrasi
Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi
l,ampung)

6. Sri Endang Purnama., SH. (Perancang Peraturan
Perundang-undangan Ahli Muda Biro Hukum
Sekretariat Daerah Provinsi l,ampung)

7. Dr. Muhtadi, SH., MH. (Akademisi Fakultas
Hukum Universitas l,ampung)

GUBER.ITI'R LAMPUNG,

ARINAL DJUNAIDI

NOMOR :G/ I

TANGGAL:
73

-t- 2

SUST'ITAIT PERSOI{ALIA TI}I PEUBII|AAIT DAI{ PEI{GAWASAI( BADA,IT LAYANAN
UMTIM DAERAII DI LII{GKTII|GAI{ PEMERIICTAH PROVITSI LIIMPTIITG

TAIilIIf 2024

I. Pengarah

II. Ketua

III. Wakil Ketua

IV. Sekretaris

V. Anggota
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LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR :Ol17 /vt.O2lHK/2O24
TANGGAL: j- t- 2024

SUS['I{AI{ PERSOI{ALIA SEXRITARIAT TIU PEUBIITAAJ{ DAIT PEI{GAWASAN
BADAIT L/\YAI{A.!T T'UUU DAERAH DI LII{GKIII{GAIT PEMERINTAH

PROVIITSI LAUPT'NG TAIIITfr 2024

I. Ketua Kepala Sub Bidang Pencatatan Non APBD dan
Pembinaan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Iayanan
Umum Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Provinsi lampung

Kepala Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan Badan
l.ayanan Umum Daerah Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Provinsi Lampung

l. Kepala Sub Bidang Kebijakan dan Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi
Lampung

2. Edi Firdaus, SP., M.IP. (Fungsional Analis Keuangan
Pusat dan Daerah Ahli Muda Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Provinsi l,ampung)

3. Iswindarika Fera Purnama, S.IP., MM. (Pengelola
Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Provinsi LamPung)

4. Dina Marliasari., SE.,MM. (Analis Keuangan pada
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Lampung)

5. Nadya Febiyanti, SE., MM. (Analis Keuangan pada
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
hovinsi L,ampung)

6. Lia Sari., SE. (Pengelola Keuangan pada Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi
l,ampung)

7. Farina Oktari. K. (Administrasi Keuangan pada
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Lampung)

IL Wakil Ketua

III. Anggota

G[IBERNT'R LAMPUNG,

ARINAL DJUNAIDI


